


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kedirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan karumiya sehingga Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dapat menyusun
Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagaimana amanat Undatang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Btansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Re
publik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) Nomor 53T #9014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bahwa meskipun Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014 sebagaimana
dimaksud hanya mewajibkan Perjanjian Kinerja dd#evel jabatan Eselon |
(Kepala satuan Perangkat Daerah/Kepala OPD) dengan Kepala Daerah, namun

%.36'0 .DEXSDWHQ 3XUZDNDUWD PHPEXDW WHURERVLE

Perjanjian Kinerja hingga pada level jabatan pelaksana.

Secara substantif Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta merupakan sarana
dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang telah disesuaikan dengalACRKabupaten Purwakarta dan APBD
Tahun2024. Sebagai perwujudan penyelgaiggan pemerintahan yang transparan
dan akuntabel, serta menciptakalean GovernmerdanGood Governance

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Purwakarta ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan
saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami
ucapkan terima kasih kepadaapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang
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telah membantu dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini, semoga bermanfaat.

Purwakarta, 04 Januari 2024
Kepala Badan Kepegawaian Dan

VAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG

Dengan semangat reformasi, kita berupayeewujudkan aparatur
pemerintah yang berkompeten guna mendukung kelancaran dan keterpaduan
dalam pelaksanaan tugas serta fufigsgsi penyelenggaraan pemerintahan
dengan mempraktekarripsip Good Governanceehingga tercipta pemerintah
yang bersih dan mampu melaksanakan pelayanan publik yang baik sesuai harapan
masyarakat. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan
DNXQWDELOLW DgdoX@oWrKadc® HBQRMRIK PHQMDODQNDQ SHC
suwpervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan
kebijakan program yang telah ditekam, serta menyampaikan laporan tepat waktu
dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana
yang tertuang dalam ePaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden
Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendagagdparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Pasal 5 Peraturan Presiden Nomadra2@un 2014 tenteg Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa penyelenggaraan
SAKIP meliputi salah satunya adalah perjanjian kinerja, serta Pasal 9 ayat (2)
menyebutkan perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja
dan target kiarja, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa indikator kinerja
Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2023 memenuhi kriteria spessfieifio,
dapat terukumeasurablg dapat dicapaiattainablg. berjangka waktu tertentu.

Perjanjian kinerja sebagaimanamdiksud pada Peraturan Menteri
Pendaygunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara

Review atas atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dilampirannya
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menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rerdah untuk melaksanakan prograegiatan yang disertai dengan indikator
Kinerja.

Melalui Perjanjan Kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah
dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi
pada kinerja yang dihasilkan atas kegiat@mun bersangkutan,té@i termasuk
kinerja yang sehlasnya terwujud akibat kegiatan tahtamun sebelumnya,
sehingga target kinerja dari Perjanjian Kinerja dapat mencakigomeyang
mengakibatkan terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, upaya penguatan Akuntabilitas
Kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan mempraktekkan Penyusunan
Dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian merupakan tekad dan janji Rencana
Kinerja Tahunan yang akan dicapai aat®&impinan Instansi Pemerintah/Unit
Kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinegagdn pihak yang
memberikan anm@ah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian
Kinerja merupakan suatu Janiji Kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang Pejabat
pererima amanah kepada atasan langsungnya.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja (PK) tahun 202 menggambarkan
Rencana Capaian Kinerja yang akan diwujudkan oleh Kepala BKPSDM
Kabupaten Purwakarta pada tahun£@&ngan dukungan Sumber Daya Aparatur
di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan esuddya Manusia
Kabupaten Purwarta.

1.2 Gambaran Umum

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Purwakarta dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. BKPSDM mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang fungsi penunjang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Tujuan
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terbentuknya BKPSDM adalah untuk meningkatkan pendayagunaan pelayanan dan
pembinaan aparatur adalah dengan penyelengg@@adidikan dan pelatihan
harusmampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan
pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun
peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untu
menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada
masyarakat dalampaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada
Pemerintah khususnya Kabupaten Purwakarta.

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud, Badan Kepegdaraian
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta
menyelenggarakan fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumbaya Manusia, fungsi BKPSDM
Kabupaten Purwakarta adalah Sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kepegawaian, dan
pengembangan sumber daya manusia;

b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan
Pemerintaha bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan
pengembangan sumber daya manusia;

d. Pembinaan teknis pengaggaraan fungdungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya

Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) BKPSB&bupaten Purwakarta
mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023. Terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Pengadaan dan Kelompok Jab&amgsional:
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LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok Jabatan
Fungsional;
e. Bidang Pembinaan dan KesejahteraankKielompok Jabatan Fungsional,

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

: PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

: 51 TAHUN 2023

: 10 FEBRUARI 2023

: KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

BAGAN STRUETUR ORGANISASI
BADAN KEFEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMEER. DAYA MANUSIA KABUFPATEN PURWAKARTA

]

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN

PERENCANAAN, EEUANGAN DAN SUBBAGLAN

EEPEGAWAIAN DAN UMUM

FELAPORAN
]
KELOMFPOK
JABATAN EIDANG EIDANG BIDANG
FUNGSIONAL PENGADAAN FENGEMBANGAN SUMBER DATA FEMEINAAN DAN KESEJAHTERAAN
MANTISIA
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

1.3Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepaigawdan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Takdadaih:

a. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon Il & Eselon Il dilingkungan
BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 202

b. Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon Il, Eselon Ill, EsBlodabatan
Fungional dan Jabatan Pelaksana dilingkungan BKPSDM Kabupaten
Purwakarta Tahun 2@2

c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Manajemen Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan yang tercantum dalam RPD Kabupaten Purwakarta
Tahun 2@4-2026 dan Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tah@4-20
2026.
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Adapun sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
terdiri dari:
X BAB | Pendahuluan, memuat latalbelakang, gambaran kondisi organisasi dan
ruang lingkup.
x BAB Il Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang
rencana strategis, Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU), strategi
dan arah kebijakan umum, dan perjanjian kineCjiascading Kinerja).

x BAB Il Penutup
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BAB Il

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2024-2026

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan- tahapan
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsemangku kepentingan
pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme kepemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut
dijalankan melalui suatsistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan
terintegrasi, untuk menghasilkan rencaeacana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan embangunan itu sendiri dimaksudkan untuk
memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan
perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan
yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada
hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuéagi tahapan siklus perencanaan
selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus memuat kajian terhadap
dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024
2026 telah ditetapkan dengan Peratiapati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023.
Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta ini merupakan penjabaran dari
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta sehingga- rencana
rencana yang disusun dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta sejalan
dengan Rereana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam
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RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 22026 adalah

VISI

PURWAKARTA
CERDAS, SEHAT DAN
BERAKHLAKUL
KARIMAH

2

MISI

Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan
dan Berakhlakul Karimah.

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan
Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun
20242026, BKPSDM Kabupaten Purwakarta mendukung pencapaian pada Misi
Ke- VDWX \DLWX S30OHQLQJNDWNDQ .XDOLWDV 6'0 \D
%HUDNKODNXO .DUL-PDE®LP'ID Q énupidkarsHenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki
. HSHGXOLDQ 7THUKDGDS ODV\DUDNDW" 9%.36'0 PDVXN G
S0OHQLQIJNDWNDQ .XDOLWDV 6'0 DSDUDWXU”™ GDQ 7XMXI
TataKelolD SHPHULQWDKDQ \DQJ %DLN %HUVLK (IHNWLI G
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yang ingindicapai adalah Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawali,
Meningkatnya Akuntabitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahQjaiimalisasi Penerapan Sistem Merit.
Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut BKPSDM Kabupaten
Purwakarta telah menyusun tujuan serta sasaran yang dituangkan dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun-2024.

2.2 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi
Dinas ditetapkanlah Tujuan BKPSDM Kabupaten Purwakarta sebeiaiit:
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Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta

Visi : PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH
Misi  : (1) Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
(5) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, BerglKN dan memiliki Kepedulian
Terhadap Masyarakat
] Indikator Target ) Satuan| Target
Tujuan Sasaran ) Program Indikator Program
Tujuan/Sasaran 2024 Target | 2024
1. Meningkatkan 1. Meningkatnya 1. Tingkat Sangat Program Pengembanga Ratarata lama pegawai persen 25
Kualitas SDM Kapasitas dan Profesionalitas Rendah | Sumber Daya Manusia mendapatkan pendidikan dan
aparatur Profesionalitas ASN pelatihan
Pegawai
Persentase ASN yang mengikuti | persen| 1,00
pendidi  kan dan pelatihan form|
PersentasBejabatASN yang persen| 51,01
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Penerapan Sistem

Merit

Merit Kabupaten

Daerah

dan Menegah/Dasar (%) (PNS
tidak termasuk guru daenaga

kesehatan)

] Indikator Target ) Satuan| Target
Tujuan Sasaran ) Program Indikator Program
Tujuan/Sasaran 2024 Target | 2024
Persentase Pejabat ASN yang tel| persen| 2,86
mengikuti pendidikan dan pelatihg
struktural
2. Mewujudkan Meningkatnya . Capaian SAKIP A Program Penunjang Capaian SAKIFPerangkat Daerah| Predika A
Tata Kelola Akuntabitas Publik dar Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan t
Pemerintahan Kepuasan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota
yang Baik, terhadap
. . . Indeks Kepuasan Baik
Bersih, Efektif Penyelenggaraan
. Masyarakat
dan Akuntabel Pemerintahan Daerah
Optimalisasi . Indeks Sistem Baik Program Kepegawaian Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi] persen| 80,88




] Indikator Target ) Satuan| Target
Tujuan Sasaran ) Program Indikator Program
Tujuan/Sasaran 2024 Target | 2024

7. Rasio pegawai Fungsional (%) persen| 16,99
(PNS tidak termasuk guru dan

tenaga kesehatan)

8. Rasio Jabatan Fungsional persen| 49,80
bersertifikat Kompetensi (%) (PN
tidak termasuk guru dan tenaga

kesehatan)

9. Jumlah jabatan pimpinan tinggi orang 34

pada instansi pemerintah

10. Jumlah jabatan administrasi padq orang 172

instansi pemerintah

11. Jumlah pemangku jabatan orang 504
fungsional tertentu pada instansi
pemerintah

12. Persentase Pelanggaran Disiplin | persen| 0,29
Pegawai

13. Persentase Pemberhentian ASN | persen| 5,73
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formasi pegawai

Indikator Target ) Satuan| Target
Tujuan Sasaran ) Program Indikator Program
Tujuan/Sasaran 2024 Target | 2024
14. Persentase Pemberian Pengharg{ persen| 2,15
dan Tanda Jasa
15. Persentase pengadaan ASN sesy persen 100

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun-2026
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2.4 CASCADING KINERJA

Cascading adalah Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan

Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment)
dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap
jabatan. Cascading dilakukan ladap IKU (Indikator Kinerja Utama) dan
Sasaran Strategis (pada tataran organisasi). Cascading dilakukan terhadap rencana
Kinerja Atasan pada tataran pegawai, dan dilengkapi dengan IKI (Indikator
Kinerja Individu). Cascading dengan berdasarkan Indikatoefa Utama (IKU)

yang terdapat pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja merupakan
pendekatan praktik terbaik.

Penjabaran kinerja dari atas ke bawah (cascading-ddom)
mengidentifikasikan indicator kinerja untuk individu mulai dari Pejabat Pimapi
Tinggi dan diturunkan secara berjenjang ke unit kerja di bawahnya sampai pada
jajaran pegawai. SKP Pejabat Pimpinan Tinggi menjadi acuan untuk menurunkan
rencana kinerja kepada pegawai di unit kerja mulai dari tingkat atas sampai ke
bawah. Prinsip utamndalam menurunkan rencana kinerja adalah seluruh pegawai
memiliki kontribusi pada pencapaian sasaran dan rencana kinerja atasannya, dan
kontribusi tersebut nyata, dapat diukur.

Penyusunan Matriks Pembagian Peran dan Hasil merupakan tahapan
penting dalam melakukan cascading target kinerja PNS dan matriks tersebut
merupakan alat bantu krusial bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pengelola Kinerja
untuk memastikan penyelarasan kinerja telah dilakukan dengan Aejzgun
terlampirrincian Cascading BKPSDMabupaten Purwakarta Tahun 202
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2.4.1 Cascading BKPSDM Tahun 2024

E] =]
KEFALA DAERAH | =2
PURWAKARTA CERDAS,
SEHAT DAN BERAKHLAKUL
KARBAH

M

Mi=i | : Meningkatkan Kualilas SDM Yang Bependidizan dan Berakhlakul

Karimah

Mi=i ¥ : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektil,
Efizien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepeadulian Terhadap Masyarakat

TUJUAN & INDIKATOR

| : Meningratkan Kualtas SDM aparatur

TH

Il : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efekiif dan

Alzuntabel

Indikator: IPASM - Sangal Rendah

¥
( Sasaran slme-js;
e, -
—1
h
Meningkatrya Akuniabitas Publik dan

Kepuasan Masyarakal leshadap
Penyslanggaraan Pamerintah Daerah

Indikator:
Siziem Meril - Predikal Baik

Program Penunjang Urusan

Program Kepsgawalan Dasrah
Pamerintah Daaran -

Sagaran Program:
Meningatnya Dukungan

Sasaran Program:
Meningkainya Kualitss Pengelol=an Kinerja

manajemnen adminskrasi Pegawai
Parkanioran Indikator -
Indikator : * Rasic Pegawai Pendidikan Tinggi dan

- Capaian SAKIP Perangkal
Dizerah - Predicat "A%

¥
o Rp. 29128 325 618

Menegah/Da=ar - B0,88%

* Rasic pegawai Fungsional - 16,59%
*Ra=io Jabalan Fungsional bersertifikat
Kompelens - 48,80%

* Jumilah jabatan pimpinan linggi pada
instansi pemerintah - 34 Orang

* Jumilah jabatan administrasi pada instansi
pemeriniah - 172 Orang

* dumilah pemangky jabatan fungsional
terteniy pada inslansi permeriniah - 504
Orang

* Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawas
-0.29%

* Persentase Pemberhentan ASH - 5,73%
* Parsentase Pemberian Penghargasn dan
Tanda Jasa - 2,15%

* Parsentase pengadaan ASN sesusi
formasi pegawai - 100%

Rp. 5.286.515.600

Meningkainya kapasitas dan
profesionalitas pegawai

Indikator:

Program Pengembangan Sumbe
Daya Manuela

Zasaran Program:
Meningkainyas Kualilas
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Aparatur

Indikator -

* Rala-rata lama pegawai
mendapatkan pendidikan dan
pelthan - 25 Jam

* Parsentzse ASH yang mangikul
pendidikan dan pelatihan farmal -
1%

* Persentase Pejabal ASN yang
telah mengikuli pendidikan dan
pekithan struklural - 51.01%

* Parsentzse AZH Yang
mengikuti Diklel Fungsional dan
Diklat Teknis - 2,86%

v

Rp. 4.102.628.300
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2.5PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

Sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan MerfNegara Pendayagunaan Apara
tur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010, Perangkat Daerah menyusun
Perjanjian Kinerja dari Pejabat Eselon Il sampai Pejabat Pelaksana dan Fungsional
setelah menerima Dokumen Pelaksana.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Badanpkgawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sebagaimana terdapat pada lam

piran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BKPSDM KAB. PURWAKAH



PENUTUP

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan sasaran
strategis dan Uraian Tugas dengan mermehkator kinerja untuk melaksanakan
program/kegiatan/sub kegiatan. Perjanjian Kinerja yang terukur berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan
perjanjian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitagsparansi dan
kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai
dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkem
bangan/kemajuan kinerja.

Pengukuran pencapaian dari perjanjian kienrja akan dilakukan melalui
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun
2024 sebagai bentukvaluasi dari hasil pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang di

maksud.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BKPSDM KAB. PURWAKAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
'“'“"“‘""“‘”"“ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

JI. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : bkpsdmpwk@gmail.com
Laman : bkpsdm.purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. WAHYU WIBISONO
Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BENNI IRWAN
Jabatan : Pj. BUPATI PURWAKARTA

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 05 Januari 2024

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
_Pj. BUPATI PURWAKARTA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
B 2N PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA
K 7~ KABYPATEN PURWAKARTA

F QS

MO BENNI IRWAN 9. HWAHYU WIBISONO
' - /NP> 19670829 199503 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Meningkatnya Kapasitas dan | Tingkat Profesionalitas Sedang
Profesionalitas Pegawai ASN (71-80)
2. | Meningkatnya Akuntabitas Publik dan | Capaian SAKIP Perangkat A
Kepuasan Masyarakat terhadap | Daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Baik
Daerah Masyarakat
3. | Optimalisasi Penerapan Sistem Merit | Indeks Sistem Merit Baik
Kabupaten
PROGRAM SASARAN PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program Kepegawaian I\P/Ienin?klatnya Kualitas Rp. 5.386.515.600 APBD
Daerah angelaiaan Kabupaten
Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan Meningkatnya Kualitas Rp. 4.102.688.300 APBD
Sumber Daya Manusia Pengembangan Sumber Kabupaten
Daya Manusia
3. Program Penunjang Meningkatnya Dukungan Rp. 29.128.325.618 APBD
Urusan Pemerintahan Manajemen Administrasi Kabupaten
Daerah Perkantoran
Rp. 38.617.529.518
Purwakarta, 05 Januari 2024
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
AQJPATI PURWAKARTA KEPALA-BADAN KEPEGAWAIAN DAN
P_A PEMGEMB&G SUMBER DAlYA MANUSIA
\ /.27 KABU PURWAKARTA
- ARRERORN. 5-5
[ BDSRM |

—~— ] B IR

1“1

|

H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
"""“"‘"”""" BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

JI. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : bkpsdmpwk@gmail.com
Laman : bkpsdm.purwakartakab.go.id

——————————————————————

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DADI SADALL, SE, Kp, MM.

NIP : 19830324 201012 1 002

Jabatan - Sekretaris BKPSDM Kab. Purwakarta
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. WAHYU WIBISONO

NIP : 19670829 199503 1 001

Jabatan : Kepala BKPSDM Kab. Purwakarta

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 04 Januari 2024

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Bir

H. WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PURWAKARTA
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(M ) 3) “4)
1. | Meningkatnya Dukungan manajemen Capaian SAKIP Perangkat Predikat "A".
adminstrasi Perkantoran Daerah
Program Kegiatan Anggaran
Program Penunjang 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Rp 141.776.000
Urusan Pemerintah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Rp 35.059.000
Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah ~ Rp. 384.925.000
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp. 200.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Rp. 197.059.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Rp. 958.819.000
Purwakarta, 04 Januari 2024
Kepala Badan Sekretaris Badan

H. WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001

DADI SADALI{SE, Kp, MM.

NIP. 19630324 201012 1 002




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
“”‘"‘”"""‘""”‘ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

JI. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : bkpsdmpwk@gmail.com
Laman : bkpsdm.purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - CIKA SISKAWATI, ST, M.Tr.AP

NIP : 19821121 200801 2 005

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM Kab. Purwakarta
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. WAHYU WIBISONO

NIP : 19670829 199503 1 001

Jabatan : Kepala BKPSDM Kab. Purwakarta

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 04 Januari 2024
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

H. WAHYU WIBISONO CIKA SISKAWATLST/M.Tr.AP
NIP. 19670829 199503 1 001 NIP. 19821\21 20080% 2 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KABUPATEN PURWAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA TARGET
) ) 3) 4
1. | Meningkatnya Kualitas Pengadaan dan | Persentase pengadaan ASN 100%
Kepangkatan Pegawai yang sesuai formasi ASN
Program Kegiatan Anggaran
Program 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Rp. 1.315.406.000
Kepegawaian Informasi Kepegawaian ASN
Daerah 2. Mutasi, dan Promosi ASN Rp. 190.000.000
Jumlah Rp. 1.505.406.000

: Kepala Badan

" H. WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001

Purwakarta, 04 Januari 2024

Kepala Bidang Pengadaan
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